
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2010

TENTANG

 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,Menimbang : a. bahwa memenuhi ketentuan pasal 185 ayat (1) Undang-UndangNomor 32 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan PerwakilanRakyat Daerah (DPRD) bersama Bupati Temanggung telahmenyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah KabupatenTemanggung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD) Tahun Anggaran 2010 sesuai dengan Keputusan GubernurJawa Tengah Nomor 910/001/2010 tentang Evaluasi RancanganPeraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 danRancangan Peraturan Bupati Temanggung tentang PenjabaranAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a,dilakukan agar Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentangAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran2010 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturanperundang-undangan yang lebih tinggi;c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud padahuruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan DaerahKabupaten Temanggung tentang Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah (APBD) Tahun Anggaran 2010;Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang PembentukanDaerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi danBangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3569 );
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3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea PerolehanHak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3688);4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang PenyelenggaraNegara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang PembentukanPeraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4389);8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang PemeriksaanPengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4421);10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua AtasUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah danRetribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5049);13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang KedudukanProtokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang PerubahanKetiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentangKedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4712);14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4502);15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang StandarAkuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4503);16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang PinjamanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4574);17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang DanaPerimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4575);18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang SistemInformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4576);19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibahkepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4577);20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4578);21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang PedomanPenyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang PedomanPembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4593);23. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang PengelolaanBarang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang PerubahanAtas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentangPengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4855);24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang PelaporanKeuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4614);
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25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang PembagianUrusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah DaerahProvinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);26. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang OrganisasiPerangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4741);27. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2009 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4826);28. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaandan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4829);29. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);30. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;31. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2006tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten TemanggungNomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan KeuanganPimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Temanggung (Lembaran Daerah KabupatenTemanggung Tahun 2006 Nomor 6);32. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi KewenanganPemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran DaerahKabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);33. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran DaerahKabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 7);34. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun2008 Nomor 10);35. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2008tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati (LembaranDaerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 11);36. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2008tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah KabupatenTemanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun2008 Nomor 13);
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37. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2008tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran DaerahKabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 14);38. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Temanggung(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor15);39. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2008tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan PerencanaanPembangunan Daerah, Inspektorat, dan Lembaga Teknis DaerahKabupaten Temanggung (Lembaran Daerah KabupatenTemanggung Tahun 2008 Nomor 16);40. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2008tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum DaerahKabupaten Temanggung (Lembaran Daerah KabupatenTemanggung Tahun 2008 Nomor 17);41. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2008tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan KabupatenTemanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun2008 Nomor 18);42. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2008tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong PrajaKabupaten Temanggung (Lembaran Daerah KabupatenTemanggung Tahun 2008 Nomor 19);43. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 20 Tahun 2008tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan PerizinanTerpadu Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah KabupatenTemanggung Tahun 2008 Nomor 20);44. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2008tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana PenyuluhanPertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Temanggung(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor21);45. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2009tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahKabupaten Temanggung Tahun 2008-2013 (Lembaran DaerahKabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 2);46. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2009tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahTahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten TemanggungTahun 2009 Nomor 24);47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentangPerubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentangPedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahTahun Anggaran 2010;
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Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

dan
BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 dengan rinciansebagai berikut :1. Pendapatan Daerah Rp 618.194.500.175,002. Belanja Daerah Rp 646.510.199.954,00 (-)Surplus/(Defisit) Rp (28.315.699.779,00).3. Pembiayaan Daerah:a. Penerimaan Rp 36.032.606.779,00b. Pengeluaran Rp 7.716.907.000,00Pembiayaan Netto Rp 28.315.699.779,00(-)Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan Rp 0,00
Pasal 2(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp 55.095.179.516,00b. Dana Perimbangan sejumlah Rp 508.638.291.326,00c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah Rp 54.461.029.333,00(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri darijenis pendapatan:a. Pajak Daerah sejumlah Rp 6.339.053.000,00b. Retribusi Daerah sejumlah Rp 34.011.100.000,00c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlahRp 5.038.856.294,00d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah Rp 9.706.170.222,00(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri darijenis pendapatan:a. Dana Bagi Hasil sejumlah Rp 23.753.268.326,00b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp.438.090.923.000,00c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp 46.794.100.000,00(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf c terdiri dari jenis pendapatan:a. Hibah sejumlah Rp 3.000.0000.000,00b. Dana darurat sejumlah Rp 0,00
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c. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp 36.180.885.333,00d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp 0,00e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnyasejumlah Rp 15.280.144.000,00
Pasal 3(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp 464.166.255.351,00b. Belanja Langsung sejumlah Rp 182.343.944.603,00(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri darijenis belanja:a. Belanja pegawai sejumlah Rp 378.353.394.001,00b. Belanja bunga sejumlah Rp 0,00c. Belanja subsidi sejumlah Rp 0,00d. Belanja hibah sejumlah Rp 23.777.602.500,00f. Belanja bantuan sosial sejumlah Rp 16.223.652.350,00g. Belanja bagi hasil kepada pemerintah desa Rp 79.000.000,00h. Belanja bantuan keuangan sejumlah Rp 45.482.606.500,00i. Belanja tidak terduga sejumlah Rp 250.000.000,00(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenisbelanja:a. Belanja pegawai sejumlah Rp 26.008.352.396,00b. Belanja barang dan jasa sejumlah Rp 71.819.008.111,00c. Belanja modal sejumlah Rp 84.516.584.096,00
Pasal 4(1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:a. Penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 36.032.606.779,00b. Pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 7.716.907.000,00(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)sejumlah Rp 13.500.000.000,00b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp 0,00c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp 0,00d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp 22.532.606.779,00e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp 0,00f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp 0,00(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp 0,00b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlahRp 4.597.000.000,00
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c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp 0,00d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp 0,00e. Pengeluran perhitungan fihak ketiga Rp 3.119.907.000,00
Pasal 5Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksuddalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:1. Lampiran I Ringkasan APBD;2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah danOrganisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD;3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan pemerintahan daerah, organisasiSKPD, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;4. Lampiran IV Rincian Belanja menurut urusan pemerintahan daerah, SKPD,program dan kegiatan;5. Lampiran V Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduanurusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangkapengelolaan keuangan negara;6. Lampiran VI Daftar jumlah pegawai pergolongan dan perjabatan;7. Lampiran VII Daftar piutang daerah;8. Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;9. Lampiran IX Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetapdaerah;10. Lampiran X Daerah perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya belumdiselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah, dan;13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.
Pasal 6Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.
Pasal 7Guna menutup defisit anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, DPRDKabupaten Temanggung memberi persetujuan kepada Pemerintah KabupatenTemanggung untuk melakukan panarikan pinjaman kepada PT Bank Jawa Tengah(Bank Jateng) dan/atau kepada pihak ketiga lainnya pada tahun anggaran berjalan.
Pasal 8(1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yangbelum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancanganPerubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
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(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnyamemenuhi kriteria sebagai berikut:a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah daerah dan tidakdapat diprediksikan sebelumnya;b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dand. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihanyang disebabkan oleh keadaan darurat.
Pasal 9Pemerintah Kabupaten Temanggung menyampaikan Laporan Semesteranpelaksanaan APBD kepada DPRD Kabupaten Temanggung dan disampaikan palinglambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya semester yang bersangkutan.

Pasal 10Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerahini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.
Ditetapkan di Temanggungpada tanggal 15 Januari 2010

BUPATI TEMANGGUNG,

HASYIM AFANDI

Diundangkan di Temanggungpada tanggal 15 Januari 2010
SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TEMANGGUNG,

BAMBANG AROCHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2010 NOMOR 1


	BUPATI TEMANGGUNG,
	Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
	Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

